
(Otl,S/

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILII{AN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMIII}IAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKI.]NGAN KOMISI PEMILIFIAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2026

KETUA KOMTSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Nota Dinas Nomor

13/PP.O7-ND /6407 /4/2o26 perihal permohonan

Perubahan Surat Keputusan Standar Operasional

Pengelolaan (SOP) Pelayanan Informasi Publik

dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan (Jmum

Kabupaten Kutai Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kornisi Pemilihan Umurn Kabupaten Kutai Barat

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar

Operasional Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dilingfungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 terfiang Pemilihan

Umum (lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintalr Pengganti Undang-Undang Nomor L Tahtln 2O22

SALINAI{
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2ALT tentang Femilihan Umusr Meniadi Undar+g-Undaag

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2A$
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Al9 Nomor 32O) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2AI9 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 3771;

Peraturan Komisi Pemithan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang TUgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2A Nomor L2361 sebagaimana telah

beberapa kati diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2 L Tahun 2A23 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor L4

Tahun 2O2O tentang Thgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Ke.:a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan f.Imum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8261;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan lfmum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor f 125|;
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor

1 Tahun 2A26 tentang Standar Operasional Pengelolaan

Pelayanan Informasi PubLik ali"gt"ngro Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat Tahun 2A26.

MEMUTUST(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI

BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PENTILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN

2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2026.

Menetapkan Standar Operasional Pengelolaan Informasi
Pelayanan Publik dilingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2A26

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendawar

pada tanggal 12 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAT BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Teknis Penyelenggaran Pemilu

SEKRETARIAT

BUDI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2A26 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KUTAI BARAT TAHUN 2A26



KOMIST

a a

KABUPATEN KUTAI BARAT

STANDAR. OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kornpleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong
Tongkok - Sendawar, Kalimantan Timur,755?6



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR SOP loRT.061640712026

TANGGAL PEMBUATAN 15 Januari 2025

TANGGAL REVISI 12 Maret 2025

TANGGAL EFEKNF 12 Maret 2025

DISAHKAN OLEH SEKRETARIS,

RASMAN TINAMBUNAN. S.E., M.Si.
NtP. 19791203 201001 1 017

NAMA SOP PERMOHONAN INFORMASI

DASAR HUKUM KUATI PETAKSANA

L. Undang-Undang Republlk lndonesla Nornor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahurn 2008 Nomor 61,

Tambahan Lernbaran Negara Nomor a8a5);

2. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan

Pelayanan lnformasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Uthum

Provinsi, dan Komisi Perrilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Kornisi

Perrrilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kahupaten/Kota sebagaiimana telah diubah dengan Peraturan Kotnisi Pemilihan [.lmunt

Nomor 5 Tahun 2022;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahtrn 2020 Tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat KomisirPemilihan Umurn Provinsi, dan Sekretariat Kornisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi lnforrnasi Nomor l Talhun 2019 Tentang Standar Layanan dan

Prosedur Penyelesaian Sengketa lrrformasi Pemilihan Urmum dan Pemilihan;

6. Peraturan Kornisi lnfornrrasi Nomor 1 Talhun 2021 Tentang Standar Layanan lnformasi

Publik;
7. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ tahun 2015 tentang Struktur

PejEbat Pengelola lnforrrasi dan Dokumentasidi Lingkungan Komisi Pemilihan Urtrum;

8. Keputusan Komisi PemilihanlUmum Nornor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahr,rn 2023 Tentang Pengelolaan dan

Pelayanan lnformasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi P€milihan

Utnum Provlnsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota



Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan lnformesi Publik di

Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nom,or 156/Kpts/KPU[ahun 2015 Tentang Bentuk

dan Forrnat Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan lhformasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum.

Komisi

1. Meja helpdesk pelayanan;

2. Formulir pelayanan;

3. Petugas helpdesk pelayanan;

4. Daftar inforrnasi publik;

5. Mekanisme pelayanan;

5. Jadwalpelayanan;
7. Struktur PPID;

8. Alat tulis;
9. Komputer.

L. SOP Penyusunan Daftar lnformasi Publik KPU Kabupaten Kutai BaraU

2. SOP Penanganan Keberatan;
3. SOP Pengecualian lnformasi;
4. SOP Penyusunan Laporan Pelayanan lnformasi.

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hordcopy.Apabila pemohon informasitidak dipenuhi permohonan informasinya berkaitan dengan

kelembagaan dan/atau Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah

berlalu, selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja, maka pemohon

dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa

informasi publik.

PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi Pemilu dan Pemilihan paling

lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya permihtaan lnformasi. PPID dapat

memperpanjang respon btas permintaan lnformasi Pemilu dan Pemilihart paling lama 2

(dua) hari kerja, dalam hal belum dikuasai informasi yang dimohonkan dan/atau belum

dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau

dikecualikan.

o

a

KETERKAITAN

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Sendawar

Pada tanggal 1,2 Maret 2O26,

SEKRETARIS,

RASMAN TINAMBUNAN, S.E.. M,Si.

NIP. 19791203 20t}0l t 077



BAGAN ALUR SOP PELAYANAN INFORMASI PiUBLIK

No. KegLtan

PolCksena tutu Balu

K€I
Penlohon
lnlormasl

Helpde3k Pplo Tim Pendhubung PPID K.ledgk.p.n Wrktu Output

1 Pemohon infdrmasi rfielakukan permohonan

intormasi mdalui nedia-media pelayanan

informesi publik yang lersedia. Bagi p€rnohor

informesi disebilitas, Petugaa menewarkarl
bantuan dalam pengisi6n formulir.

-
Formulir permohonan (nformasi

2 Menerima pemohonan infurm€d dari p€mohon

infurmesi. Deik pelayanan dapet lang8ung
m€mberikan hformasi llka Infurmagi yang

diminte adalah informesi yeng tersedia setlap
saat, tldak termasuk dikecualikan. Desk
monghubungi tim psnghubung berde8arkan
Oaftar ilnformaBi Publik.

,,1-

Formulir pbrmohonan
informasl

3. Peling lambat 3 (tiga) haA
setelah permintaan lhformagl
Publik dinyataktn lerEk p dalarr|
h6l permlntean bertatan dengah
lnforma8l Pemllu dan Femillhafi
pada hhap yang s€deng borjalan
dan dapat dipcrpaniarE paling

lama 2 hari kefi.

it. Paling lambat 10 (s€puluh)
harl eorak permlntaen lnforma8l
Publik dlnyataken longkAp dalam
hal perhintaan berkaitan dengan
lnformaBi keloribagaan dan/alau
lnformesi Pemii.r dan Pemilihan
pada trhap ponyelerbgaraan
yang tdlah berlalu ddn dapat
diperpahleng 7 hari ko4a untuk
memb€fl Jawabhn t€rtu[s,

FormLllir permohonan iinformaei

3 MBnghimpun dan menylapkan data Basuai
Daftar lnfunnasi tublik etau lnfurmesi
kep€riiluan telsodla, tuak tenhasuk lnformasi
yang dikecualikan dan monyorahkan kepede
deok pblayanan.

Formulir pbrmohonan
infomasi

3. PalirE lambat 3 (ti0e) heri
setolah permintaan lnformagl
Publik dirryatakan l€ngkap dalarr,r

hal ponhintaan berkaitan dcrEafir
lnformesi Pemilu dan Pbmiliharl
pada tahap yang sodeng b€rjalan
dan dapat diperpanlano paling
lsma 2 hari keri€.

4. Peling lambet 10 (sepuluh)
hari serek peffnlntsen lnforma8l
Publik dinyahkan lengkep dahrn
hal permintaan berkaihn dengan
lnform*i kolonibagaen Uary'etau
lnformasi Pemii.l dan Femillhan
pade tghap penyelerEgaraan
yang telah benalu ddn dapat
dlperpahiang 7 hari ko4a untuk
memb€li .iawaban terlulls.

Deta terkalt yang dlminta
pemohon informasi

4 Menerima laporan tim penghubung dan
menandatangani perpanjangan 7 (tujuh) hari
pemenuhan informasi. Jika rhenyelqui baik
perpanjangan waklu maupun pemenuhan

informesi, maka PPID m€nandllangani ficrmulir
pemberitahuen tertulls dan menyerahkan
kepade desk pelayanah.

Formulir permohohan
informasi dan pemberltahuan

tertulis
1 lhari Forntrlir pemberitahuan tertulig

-_]
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Teknis Penyelenggaran Pemilu

Ditetapkar di Sendawar
Pada Tanggal 12 Mxet 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

RINTAR PASARIBU
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